






















 

 

LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA 
NOMOR 783/UN14/HK/2020 
TANGGAL 6 JULI 2020 
TENTANG 
KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH 
TUNGGAL PADA SEMESTER GANJIL TAHUN 
AKADEMIK 2020/2021 BAGI MAHASISWA 
UNIVERSITAS UDAYANA 
 

1. Surat Permohonan Mahasiswa ke Dekan 
Hal : Permohonan Keringanan UKT.                                   … Juli 2020 
 
Yth. Dekan Fakultas ………………………….. 
Universitas Udayana 
(Denpasar/Jimbaran) 
 
Sesuai surat pengumuman Rektor Universitas Udayana Nomor : B……/UN14/…../2020 
tertanggal ……Juli 2020 hal Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan ini 
kami mengajukan permohonan keringanan UKT dalam bentuk pembebasan sementara 
UKT/pengurangan UKT/pembayaran UKT secara mengangsur*) pada semester ganjil 
2020/2021 atas nama : 
Nama  : ………………………………………………………….……………………….. 
NIM  : ………………………………………………………….……………………….. 
Fakultas : ............................................................................................................................... 
Program Studi : ............................................................................................................................... 
No HP  : ………………………………………………………………………………...... 
Alamat  : …………………………………........................................................................... 
              ………………………………………..………………………………………….. 
sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan,  
sebagai berikut : 
1. foto copy kartu keluarga 
2. slip gaji dari tempat bekerja orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa / 

surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Lurah bagi orang tua/wali atau pihak lain 
yang membiayai Mahasiswa yang bukan sebagai karyawan*) 

3. surat tentang kondisi ekonomi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, 
berupa: **) 
1) surat keterangan kematian apabila meninggal dunia; 
2) surat keterangan pailit dari instansi yang berwenang bagi pemilik usaha yang 

mengalami kebangkrutan; 
3) surat PHK untuk yang berstatus karyawan; 
4) surat keterangan sedang dirumahkan tanpa pesangon dari instansi yang 

berwenang/terkait;atau 
5) surat keterangan Kepala Desa/Lurah untuk pemilik usaha menengah, kecil, mikro, atau 

freelance sector informal bahwa memang benar terkena dampak COVID-19 sehingga 
mengalami penurunan kemampuan ekonomi; 

4. surat keterangan dari tempat bekerja bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai 
Mahasiswa yang terkena PHK/dirumahkan atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah 
bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa kehilangan pekerjaan *) 

5. surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- bahwa orang tua Mahasiswa atau pihak lain yang 
membiayai Mahasiswa bukan sebagai ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD atau  
lembaga negara lainnya,  tidak menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan tidak 
sedang menerima beasiswa dari pemerintah, LSM atau lembaga lainnya. 














